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Abstract: 
Sebagai daerah yang bertatus sebagai syariat Islam, seharusnya Aceh menjadi model bagi daerah lainnya dalam penerapan hukum keluarga. Kenyataanya justeru kebijakan pimpinan Aceh yang mengajukan rancangan qanun hukum keluarga Islam mendapat respon negatif oleh publik tanah air. Ketidaksetujuan masa terhadap qanun itu terletak pada qanun yang membahas poligami, dimana Aceh berusaha meleggalkan poligami khusus bagi pejabat dan elit di dalamnya. Artikel ini tergolong dalam penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Metodologi yang digunakan adalah studi analisis deskriptif terhadap fenomena administrasi hukum keluarga di Aceh dalam konteks nikah siri dan poligami. Hasil penelitian menemukan bahwa pereaksi administrasi qanun hukum keluarga di Aceh terletak pada kondisi dimana administrasi memperketat syarat poligami melebihi ketentuan KHI, dan memperlonggar nikah siri dibawah ketentuan KHI. Kesenjangan itu menghasilkan motif dari lahirnya rancangan qanun poligami di Aceh. Motif itu adalah sebuah upaya dari elit Aceh agar istri siri mereka mendapatkan pengakuan (legalitas) dalam qanun poligami Aceh. Keganjilan dari pereaksi administrasi qanun itu tampak jelas dari upaya MPU Aceh yang mempersulit masyarakat awam untuk poligami dan mempermudah masyarakat awam untuk nikah siri dengan dalih administrasi.
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Introduction 
Sebagai daerah yang memperoleh otonomi khusus dari Pemerintah Indonesia, Aceh diizinkan mengatur konsep administratif tersendiri serta merumuskan kosekuensi pelaksanaan hukum Islam berbasis syariah. Seiring berjalannya waktu, lahirlah berbagai qanun di Aceh sebagai pijakan transformatif menuju konsep implementasi pelaksanaan hukum Islam secara masif.[footnoteRef:1]  Secara materil hukum, Aceh menjadi sorotan bagi daerah lain di Indonesia sebagai model rujukan dalam pelaksaan sistem pemerintahan syariat Islam. Keberhasilan atau kegagalan Aceh akan menjadi tolok ukur bagi daerah lain untuk melakukan format yang serupa.  [1:  Maura Pemelie Walidain and Laras Astuti, “Implementasi Qanun Jinayat Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Aceh,” Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) 2, no. 3 (November 29, 2021): 184–93, https://doi.org/10.18196/ijclc.v2i3.13790.] 

Salah satu qanun Aceh yang paling menyita perhatian belakangan ini adalah rancangan qanun yang membahas tentang nikah sirri dan poligami. Wacana ini sempat viral di masanya (2017), bahkan berbagai konten youtube dan media sosial kerap mencemooh bahwa; “Jika warga Indonesia ingin poligami, maka pergi ke Aceh saja.” Hebohnya pengusulan Rancangan Qanun yang melegalkan poligami, tak lama dengan hasil Pilkada Aceh dimana Irwandi yususf dan Nova Iriansyah menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur masa itu.[footnoteRef:2] Pengusulan rancangan qanun tersebut, memunculkan dugaan penulis, apakah elit-elit Aceh memiliki isteri siri atau sudah berpoligami? Hal tersebut tak terlepas dari seriusnya pengusulan qanun poligami, padahal masih banyak persoalan lain yang lebih urgen untuk diperhatikan oleh pemerintah. [2:  Husaidi Husaidi et al., “Pro-Kontra Wacana Pelegalan Poligami Dalam Aturan Daerah (Qanun) Di Tanah Rencong Aceh,” SOURCE : Jurnal Ilmu Komunikasi 6, no. 2 (October 31, 2020): 149–59, https://doi.org/10.35308/source.v6i2.2598.] 

Terlepas dugaan di atas benar atau tidak, hari ini Irwandi Yusuf dan Nova Iriansyah masing-masing memiliki istri lain yang mencuat ke permukaan. Mirisnya, eksistensi istri-istri mereka sudah lebih dulu viral sebelum qanun terkait poligami diizinkan oleh pemerintah pusat. Menyikapi fenomena itu, ketua MPU Aceh membantah bahwa rancangan qanun poligami dibuat untuk mencari celah agar pejabat Aceh bisa berpoligami. 
Poligami adalah sesuatu yang tidak dilarang dalam kompilasi hukum Islam itu sendiri, namun sebagai negara yang berazaskan Pancasila, aturan tentang poligami tidak bisa dilakukan oleh semua masyarakat apalagi pejabat negara. Akibatnya, nikah siri menjamur di berbagai pelosok Aceh. Ini berdampak terhadap hilangnya berbagai hak anak dan hak isteri siri jika ada masalah dikemudian hari.[footnoteRef:3] Sebelum itu lebih buruk terjadi, maka qanun poligami adalah solusinya.  [3:  Dikson T. Yasin, “Menelisik Pesan Sosial Poligami Dalam KHI,” Jurnal Al Himayah 2, no. 1 (March 1, 2018): 77–96, https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah/article/view/581.] 

Pada pelaksaan yang lain, nikah siri di Aceh berbenturan dengan pelaksaan administrasi negara. Antara pihak KUA setempat dan MPU masih sering berebut otoritas terkait aturan mana yang harus diprioritaskan. Pada akhirnya, KUA harus memberi kelonggaran karena Aceh memiliki qanun sebagai isi kesepakatan MoU Helsingki yang diterima oleh negara. Meskipun demikian, selain KUA dan Mahkamah Syariah, lembaga administrasi yang lain tidak tunduk ke pada format qanun. Syarat masuk sekolah misalnya, di Aceh masih mewajibkan menggunakan akte kelahiran anak.[footnoteRef:4] Masalahnya, akte tersebut tidak akan bisa diperoleh jika menikah secara siri. Pada akhirnya, perizinan nikah siri di Aceh secara implementatif terbantahkan atas dasar sistem administrasi negara.  [4:  Wolly Mistiar, “Gagasan Pemikiran Pengaturan Hukuman Cambuk Bagi Pelaku Nikah Sirri Dalam Rancangan Qanun Provinsi Aceh,” Humantech : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia 2, no. 3 (March 15, 2022): 610–16, https://doi.org/10.32670/ht.v2i3.1483.] 

Pada kondisi yang lain, ketua MPU Aceh menjabarkan bahwa qanun Aceh tidak dibentuk demi mempermudah elit Aceh berpoligami. Buktinya, syarat untuk melakukan poligami di Aceh lebih berat sistem administrasinya jika dibandingkan hukum nasional (HKI). Syarat poligami di Aceh tidak hanya membicarakan izin istri, namun di dalamnya tertuang berbagai laporan dan rekomendasi termasuk catatan penghasilan perbulan. Itu artinya, jika nominal penghasilan tidak mencapai ambang batas poligami, maka secara administratif qanun Aceh melarang yang bersangkutan menikah lagi.[footnoteRef:5] Pada tataran inilah dipertegas, bahwa semakin tinggi jabatan seseorang maka semakin banyak ia boleh menambah istri (maksimal 4).  [5:  Dr Muhammad Zukhdi, “Transformasi Poligami Dalam Bingkai Syari’at Islam Di Aceh,” TAQNIN: Jurnal Syariah dan Hukum 2, no. 1 (2020): 15–25, http://dx.doi.org/10.30821/taqnin.v2i1.7434.] 

Posisi administrasi ini, yang kemudian menarik kajian penulis. Pada satu sisi ia menjadi salah satu alasan diperkuatnya qanun Aceh, pada satu sisi justeru memperlemah eksistensi qanun Aceh. Kedudukan dimensi administrasi ini lah yang kemudian penulis istilahkan dengan ‘pereaksi administrasi’. Artinya, administrasi memainkan peran vital sehingga prosedur yang lain dapat berubah atau terlaksana.
Kajian terkait nikah siri dan Qanun Aceh bukanlah wacana baru, sudah ada beberapa penulis yang membahas bahkan mempublikasinya. Zainuddin dan Zaki Ulya, dalam karya yang berjudul; “Recording Siri’s Marriages In Obtaining Legal Certainty (Reflections on the rise of Siri marriages in Aceh),” telah menjabarkan dengan sangat terstruktur bagaimana kepastian hukum diperlukan dalam merespon maraknya nikah siri di Aceh. [footnoteRef:6] Karya ini memiliki kesamaan dengan judul penulis dalam konteks eksistensi nikah siri yang dikaitkan dengan rancangan qanun poligami di Aceh. Adapun perbedaannya terletak pada fokus pereaksi administrasi. [6:  Zainuddin Zainuddin and Zaki Ulya, “Recording Siri’s Marriages In Obtaining Legal Certainty (Reflections on the rise of Siri marriages in Aceh),” Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran 21, no. 1 (March 22, 2021): 1–16, https://doi.org/10.18592/sjhp.v1i1.3276.] 

Fitri Auliani, dkk., dalam jurnalnya yang berjudul; “Poligami Dan Ketahanan Keluarga Masyarakat Aceh,” telah mendeskripsikan bagaimana orang Aceh berupaya mempertahankan keluarga utuhnya meskipun berada dalam kondisi yang sulit. [footnoteRef:7] Artikel ini sama-sama membahas tentang poligami di Aceh, namun di dalamnya tidak mengkaji wacana motif nikah siri yang dilakukan elit Aceh. Fadli dan Muammar pada penelitian yang berjudul; “Rancangan Qanun Hukum Keluarga Aceh Dalam Hirarki Perundang-Undangan Indonesia,” telah memetakan dengan baik bagaimana peliknya konstelasi antara hukum nasional dan qanun di Aceh.[footnoteRef:8] Karya ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis dalam konteks perebutan otoritas terkait hukum keluarga di Aceh. Adapun perbedaannya, jika karya di atas lebih fokus pada catatan sejarah hukum dan perkembangannya, kajian penulis lebih mengarah pada esensi ‘administrasi’ yang sangat mempengaruhi muatan qanun hukum keluarga di Aceh. [7:  Fitri Auliani et al., “Poligami Dan Ketahanan Keluarga Masyarakat Aceh,” Musãwa; Jurnal Studi Gender Dan Islam 20, no. 1 (2021): 59–68, https://doi.org/10.14421/musawa.2021.201.59-68.]  [8:  Fadli and Muammar, “Rancangan Qanun Hukum Keluarga Aceh Dalam Hirarki Perundang-Undangan Indonesia,” Jurnal Al-Ijtimaiyyah 5, no. 2 (December 30, 2019): 75–93, https://doi.org/10.22373/al-ijtimaiyyah.v5i2.5357.] 

Ridwan Nurdin dan Muhammad Ridwansyah pada artikel mereka yang berjudul; “Aceh, Qanun and National Law: Study on Legal Development Orientation,” juga mengkaji tentang qanun Aceh dan pengembangannya dalam kontruksi hukum di Aceh. Kary aini membahas sedemikian rupa bahwa qanun Aceh memiliki peran vital dan menjadi rujukan utama penegakan hukum Islam di Aceh. [footnoteRef:9] Kendatipun demikian, karya ini hanya membahas qanun Aceh secara umum, di dalamnya tidak membahas secara terperinci tentang hukum keluarga Islam khususnya wacana nikah siri dan poligami. [9:  Ridwan Nurdin and Muhammad Ridwansyah, “Aceh, Qanun and National Law: Study on Legal Development Orientation,” Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam 4, no. 1 (June 30, 2020): 107–31, https://doi.org/10.22373/sjhk.v4i1.6416.] 

Berdasarkan beberapa karya di atas, setelah melakukan eksplorasi literasi secara mendalam, belum ditemukan satu karya pun yang membahas tentang pereaksi administrasi qanun Aceh, atau motif nikah siri menuju legalitas poligami. Kenyataan itu menunjukkan bahwa penelitian ini memiliki nilai kebaruan (novelty) untuk dikaji lebih jauh. Apabila dikerucutkan lagi, gap penelitiian yang mencolok dalam artikel ini adalah fokus pereaksi administrasi sebagai faktor-X. Perekasi dalam kajian kimia adalah sebuah zat yang berperan dalam merubah laju reaksii zat lainnya. Senada dengan makna itu, perekasi disini memiliki aspek penentu dalam merumuskan qanun hukum keluarga di Aceh.
[bookmark: _Hlk136331003]Artikel ini tergolong dalam penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Metodologi yang digunakan adalah studi analisis deskriptif terhadap fenomena administrasi hukum keluarga di Aceh dalam konteks nikah siri dan poligami. Sumber primer dalam penelitian ini adalah qanun Aceh tentang hukum keluarga Islam, rancangan qanun poligami, serta hasil wawancara terhadap pembuat qanun (Pimpinan MPU Aceh). Adapun sumber sekundernya adalah data-data pustaka yang relevan berupa jurnal ilmiah terbitan 5 tahun terakhir. Sistem verifikasi data dan penyusunan hasil penelitian menggunakan pola snow ball, yakni dari sesuatu yang paling utama mengikuti pola berantai untuk menciptakan validasi data yang lebih akurat.

Pereaksi Administrasi
Sebelum membahas lebih jauh mengenai pereaksi administrasi, mari kita kupas dahulu ap aitu administrasi. Asal mula istilah administrasi berangkat dari bahasa inggris yang disebut ‘administration’. Administrasi juga tidak jarang dinisbatkan pada bahasa Belanda yaitu ‘administratie’. Berbicara sistem administrasi, Belanda termasuk salah satu negara dengan kualitas administrasi sangat baik di dunia. Kolektivitas aset sejarah misalnya, siapa saja yang ingin mempelajari sejarah Kesulthanan Aceh, maka tidak sempurna jika tidak mengeksplorasi persputakaan Leiden di Belanda.[footnoteRef:10] Bahkan, arkeolog Aceh mengakui bahwa peninggalan sejarah Aceh lebih banyak ditemukan di museum Belanda dibandingkan museum Aceh sendiri. [10:  Asep Hidayat and Selga Zira Fresh Yani, “Peran Administrasi Pembangunan Desa,” Jurnal Inovasi Penelitian 3, no. 7 (November 28, 2022): 7091–7100, https://doi.org/10.47492/jip.v3i7.2215.] 

Secara historis, Belanda adalah penjajah Indonesia termasuk Aceh. Jadi sangat beralasan jika ada yang mengatakan bahwa artefak dan aset sejarah Aceh dibawa ke Belanda secara massif. Namun demikian, bagaimana dengan aset sejarah Aceh yang ada di wilayahnya sendiri? Begitu banyak makam raja-raja yang terbengkalai. Bahkan, manuskrip-manuskrip yang sangat beharga tidak terjaga dan terancam punah di makan rayap. Manuscrip yang ada pada Dayah Tgk. Chiek Tanoh Abe misalnya, begitu banyak kitab-kitab kuno yang ditulis pada abad ke-17 hingga abad ke-19.[footnoteRef:11] Namun coba perhatikan, bagaimana kondisi bangunan dan jalan yang hendak diakses ke lokasi. Semuanya masih begitu tradisionalis dan jauh dari perhatian pemerintah.   [11:  Fakhriati Fakhriati, “Tradisi Intelektual Aceh Di Dayah Tanoh Abee Dan Dayah Ruhul Fata,” Al-Qalam 20, no. 2 (January 9, 2016): 179–88, https://doi.org/10.31969/alq.v20i2.185.] 

Kenyataan di atas menunjukkan bahwa, format administrasi Indonesia masih bermasalah apalagi Aceh yang tidak menjadikan orientasi itu sebagai khazanah yang penting untuk dilestarikan. Jadi tidak berlebihan jika Belanda dianggap sebagai rujukan administrasi, karena mereka sangat menghargai aset sejarah dan menjaganya dengan catatan-catatan ilmiah. Terlepas bahwa Belanda adalah penjajah atau pihak yang mengambil aset sejarah Aceh, namun jika Belanda tidak membawa sejarah Aceh ke wilayahnya, mungkin sejarah itu akan pudar jika hanya Indonesia yang mempopulerkannya.
Singkatnya, administrasi dalam konteks etimologis merupakan kegiatan yang bergerak dalam urusan catat-mencatat, managemen, ketatausahaan, pengelolaan keuangan, pengolahan sumber daya dan lain sebagainya. Adapun secara istilah, administrasi dipahami sebagai kompleksitas suatu pelaksaan kegiatan yang dilakukan secara kolektif demi mencapai target tertentu. Secara implementatif, administrasi dapat terjadi dalam urusan surat-menyurat perkantoran, urusan managemen perbankkan, urusan catat-mencatat keuangan suatu usaha, dan masih banyak lagi.[footnoteRef:12]  [12:  M. Jafar and Sulaiman Sulaiman, “Penataan Administrasi Kependudukan Berbasis Mukim dan Gampong di Provinsi Aceh,” Jurnal Penelitian Hukum De Jure 18, no. 4 (December 10, 2018): 465–76, https://doi.org/10.30641/dejure.2018.V18.465-476.] 

Pada prinsipnya, administrasi terbagi kepada administrasi dalam arti luas dan administrasi dalam arti sempit. Dalam arti sempit, administrasi adalah sebuah kegiatan ketatausahaan seperti ketik-mengetik, pembukuan sederhana, dan surat-menyurat. Sedangkan administrasi dalam konteks yang luas adalah sebuah kegiatan administrasi sempit ditambah dengan sistem perarsipan untuk memudahkan akses informasi bagi pihak manapun yang membutuhkan.
Adapun pereaksi, diambil dari istilah ilmu Kimia dimana merupakan sebuah dzat yang berfungsi sebagai ‘bahan yang menyebabkan reaksi’ pada suatu reaksi kimia.[footnoteRef:13] Pada konteks ini, pereaksi administrasi dimaksudkan sebagai sebuah faktor kunci dimana sebuah hukum tertentu bisa berubah arah. Perubahan bisa bersifat pro terhadap sebuah legalitas atau bersifat membatalkan dan menlonggarkan otoritas. Pada kasus qanun terkait hukum keluarga di Aceh, khususnya jika membahas tentang nikah siri dan poligami, administrasi memiliki double movement. Satu sisi bergerak terhadap pentingnya memperkuat implementasi qanun, pada satu sisi kelonggaran implementasi qanun karena mempertimbangkan aspek kemaslahatan yang lain.  [13:  Adelia Nur Polamolo, Astin Lukum, and Kostiawan Sukamto, “Analisis Miskonsepsi Materi Pereaksi Pembatas Menggunakan Tes Three Tier Multiple Choice,” Jambura Journal of Educational Chemistry 4, no. 1 (May 10, 2022): 51–56, https://doi.org/10.34312/jjec.v4i1.13180.] 

Fenomena pereaksi administrasi Qanun Hukum Keluarga di Aceh terletak pada dua contoh kongkrit; Pertama, pembolehan nikah siri di Aceh meskipun bertolak belakang dengan hukum nasional. Pada tahapan ini, administrasi dilonggarkan demi masyarkat awam. Kedua, syarat administrasi untuk poligami yang dipersulit. Pada tahapan ini, administrasi diperketat untuk menghindari maraknya polygami yang salah sasaran bagi masyarakat awam. Pada poin kedua memiliki muatan kontroversi, salah satunya adalah dugaan mempersulit masyarakat awam namun mempermudah elit Aceh untuk terang-terangan melakukan polygami. 
Terkait pembolehan poligami pada qanun Aceh,Menurut Lem Faisal, meskipun dalam Qanun Nikah siri jelas dikatakan bahwa nikah siri itu boleh jika syarat dan rukun nikahnya terpenuhi. Adapun tetap dipertahankan meskipun mengandung ‘kerugian’ adalah demi menjaga dan menyelamatkan kalangan-kalangan yang buta administrasi seperti warga di wilayah pelosok yang jauh dari KUA atau sejenisnya.[footnoteRef:14] Menurut Lem Faisal, saat ini masih banyak muslim dipelosok daerah Aceh yang tidak paham administrasi terkait pengurusan pencatatan nikah. Namun, secara agama mereka paham syarat sah dan syarat wajibnya pernikahan.  [14:  Lem Faisal (Ketua MPU Aceh), hasil wawancara, 30 April 2022.] 

Maka dari itu, tidak masalah jika mereka menikah dulu namun pencatatannya menyusul demikian. Lem faisal menilai bahwa tidak masalah jika ada kelonggaran dalam konteks ini demi menyelamatkan pernikahan. Selanjutnya, ketika pihak yang bersangkutan melaporkan pernikahannya, maka pihak pencatat nikah wajib mencatatnya sesuai dengan prosedur yang berlaku.[footnoteRef:15] Lem Faisal menilai bahwa ini bukanlah memaksa staf negara untuk mengikuti Qanun Aceh, namun berdasarkan Hak Otonomi Khusus Aceh maka itu adalah bagian dari kesepakatan bersama yang harus saling dihargai.   [15:  Sufrizal, Ulil Azmi, and M. Anzaikhan, “Pro Dan Kontra Usia Perkawinan Pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasca Revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dalam Perspektif Islam,” Jurisprudensi : Jurnal Ilmu Syariah, Perundangan-Undangan Dan Ekonomi Islam 14, no. 1 (December 31, 2022): 91–103, https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v14i1.5378.] 



Administrasi dalam Al-Qur’an
Berbicara kajian Islam maka tidak bisa dipisahkan dengan rujukan primer umat Muslim. Begitu banyak ayat-ayat yang mengandung nilai administrasi dalam Al-Qur’an. Beberapa diantaranya adalah; Pertama, menulis. Teks menulis bisa dibilang paling banyak dijelaskan dalam Al-Quran jika dikaitkan dengan disiplin adminisrasi. Adapun alasannya karena Al-Qur’an itu sendiri secara material adalah teks-teks yang tertulis.[footnoteRef:16] Narasi tentang menulis dan urgensinya disebutkan dalam surat Al-Qalam: 1, Al-Jasiyah: 29, Al-Qalam: 47, Al-Ankabut: 48, Maryam: 79, Al-Kaft: 109 dan masih banyak lagi.  [16:  Adinda Dewi Asmara et al., “Penerapan Nilai-Nilai Islam Dalam Good Governance Di Indonesia,” Jurnal Mediasosian: Jurnal Ilmu Sosial Dan Administrasi Negara 6, no. 2 (September 12, 2022): 259–76, https://doi.org/10.30737/mediasosian.v6i2.3163.] 

Kedua, keuangan. Selain membahas tentang pentingnya menulis dan pencatatan, Al-Qur’an juga mengkaji bagaimana prosedur dan mekanisme keuangan yang islami. Pada surat Yusuf ayat 55 misalnya, menjelaskan tentang bagaimana Nabi Yusuf menawarkan dirinya menjadi bendaharawan yang mengurusi administrasi keuangan untuk raja mesir.  Apa yang dilakukan Nabi Yusuf adalah dorongan wahyu yang membawa kemaslahatan bagi umatnya masa itu.[footnoteRef:17] Kejadian ini menunjukkan, bahwa Islam sudah membicarakan pentinya administrasi dalam konteks keuangan bahkan sebelum masehi. [17:  MA Sofwan Hadi, “Makna Semiotik Kisah Mimpi Raja Dalam Surat Yusuf Ayat 43 – 49: (Analisis Semiotik Charles Sander Peirce),” An-Nur; Jurnal Studi Islam 14, no. 1 (June 24, 2022): 44–61, https://doi.org/10.37252/annur.v14i1.214.] 

Ketiga, perencanaan. Perencanaan dalam Al-Qur’an juga dibahas secara majemuk. Ada kalanya disebutkan pentingnya mengatur perencanaan (strategi) dalam peperangan, ada juga yang membahas perencanaan dalam hal dagang dan sosial-pemerintahan. Salah satunya ada pada surat An-Nisa ayat 81, di dalamnya menjabarkan bagaimana pentingnya siasat (perencanaan) dalam sebuah keputusan. Begitu juga pada surat An-Nisa ayat 108, di dalamnya membahas tentang keputusan yang sifatnya rahasia.[footnoteRef:18] Pada konteks dewasa ini, keputusan rahasia bisa dianalogikan seperti surat-surat berharga, dokumen pribadi, dan kebutuhan administrasi lainnya.  [18:  Bobby Rachman Santoso, Umul Baroroh, and Asep Dadang Abdullah, “Surat Sebagai Media Dakwah: Studi Atas Praktek Dakwah Rasulullah saw terhadap Raja Heraclius, Kisra Abrawaiz, Muqouqis, dan Najasyi,” Jurnal Ilmu Dakwah 35, no. 1 (August 16, 2017): 118–38, https://doi.org/10.21580/jid.v35.1.1255.] 

Keempat, tanda tangan. Secara eksplisit tidak ada ayat Al-Quran yang menyebutkan istilah tanda tangan. Namun, narasi yang dekat dapat dijumpai pada beberpa penafsiran. Salah satunya seperti pada Surat Al-Hajj ayat 88. Ayat tersebut menyebutkan bahwa Allah Swt menamai umat Muslim dari dahulu hingga sekarang.[footnoteRef:19] Selanjutnya ayat tersebut menjelaskan tentang kesaksian dari fungsi penamaan yang terjadi. Bila dianalogikan dengan perkembangan administrasi, menamai sesuatu untuk dapat dijadikan bukti (kesaksian) adalah istilah lain dari ‘tanda tangan’.  [19:  Izza Royyani and Aziza Kumalasari, “Kritik Wacana ‘Allah Perlu Di Bela’: Tinjauan Ulang Atas QS. Muhammad Ayat 7 Dan QS. Al-Hajj Ayat 40,” Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu al-Qur’an dan al-Hadits 14, no. 2 (December 30, 2020): 313–32, https://doi.org/10.24042/al-dzikra.v14i2.6307.] 

Hal senada juga terjadi pada ayat Ali-Imran 36. Mufasir menjelaskan bahwa seorang isteri boleh memberi nama pada anak perempuan jika suami tidak menyukainya. Keterangan terkait ‘penamaan’ adalah bagian vital dalam kegiatan surat-menyurat (administrasi). Hikmah yang diambil dari ayat di atas menunjukkan bahwa nama seseorang begitu penting dan harus secepatnya diberikan.[footnoteRef:20] Pada dunia modern, nama adalah identitas utama yang tidak mungkin dihilangkan. Kenyataan ini memperkuat bahwa Islam sangat serius dalam mengkaji frame administrasi.  [20:  Ahmad Harisul Miftah, “Nikah Tafwidh Dalam Persepektif Hukum Islam,” Syaksia : Jurnal Hukum Perdata Islam 19, no. 2 (September 22, 2018): 277–90, https://doi.org/10.37035/syakhsia.v19i2.3315.] 


Eksistensi Qanun Nikah Siri dan Respon MPU Aceh
Berdasarkan fatwa MPU Aceh Nomor: 01 Tahun 2010 disebutkan bahwa nikah Siri adalah nikah yang dilaksanakan bukan di hadapan petugas pencatat   nikah   dan tidak   didaftarkan   pada Kantor Urusan Agama Kecamatan atau instansi lain yang sah. Berdasarkan fatwa tersebut, dalam pandangan Syara’, nikah sirri tersebut ada yang sah dan ada yang tidak sah; Nikah Sirri  yang sah adalah nikah siri  yang lengkap rukun dan syarat-syaratnya; sedangkan nikah sirri yang tidak sah adalah nikah sirri yang tidak sempurna rukun dan syarat-syaratnya.[footnoteRef:21] [21:  Zainuddin and Ulya, “Recording Siri’s Marriages In Obtaining Legal Certainty (Reflections on the rise of Siri marriages in Aceh).”] 

Selanjutnya dalam fatwa tersebut ditegaskan bahwa pencatatan nikah bukan rukun dan syarat sah nikah. Akad nikah sirri yang sah wajib dilapor oleh mempelai (suami/isteri) untuk dicatat dan petugas pencatat nikah wajib mencatatnya. Selanjutnya, pencatatan nikah sirri yang sah dapat dilakukan setelah akad nikah dalam batas waktu tidak ditentukan dan kepada petugas pencatat wajib mempermudah pelaksanaannya serta para pelaku nikah siri yang tidak sah perlu dikenakan sanksi.
Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam keputusan fatwa MPU tersebut dapat dipahami bahwa Ulama Aceh menginginkan bahwa pernikahan siri agar diakui oleh pemerintah. Bentuk pengakuan tersebut adalah dengan  tetap mencatatkan pernikahan tersebut selama pernikahan tersebut dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat pernikahan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan hukum Islam (Fikih). Ketentuan tersebut tentunya sangat berbeda dengan apa yang diinginkan pemerintah melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana pernikahan sirri tidak diakui oleh pemerintah dan jika dilakukan juga, maka pernikahan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum.[footnoteRef:22] [22:  Sauqi Noer Firdaus, Fadil Sj, and Moh Thoriquddin, “Dampak Nikah Siri Terhadap Istri Dan Anak Perspektif Maqashid Al-Syari’ah Al-Syathibi (Studi Desa Bangsalsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember),” Jurnal Al-Ijtimaiyyah 7, no. 2 (December 30, 2021): 165–94, https://doi.org/10.22373/al-ijtimaiyyah.v7i2.9726.] 

Menurut Lem Faisal, Nikah siri dalam MPU dibagi 2, ada yang sah menurut agama ada yang tidak sah. Nikah siri yang sah dilakukan oleh wali sendiri namun tidak melalui KUA. Pada pemahaman kita semua nikah yang tidak melalui negara maka tidak sah, itu salah. Kedua, nikah siri tidak sah adalah nikah yang tidak melalui KUA dan tidak melalui walinya sendiri. Nikah Sirri yang sah banyak terjadi masa konflik, agar sah maka kamu MPU mendesak KUA harus mencatat. Kita tak mau juga Mahkamah syariah melakukan isbat nikah pada kondisi nikah sirri yang tidak sah. Jadi nikah siri yang bisa diisbat yang hanya sah. Terkait dengan hukum nasional, maka sangat relevan bahkan lebih demi melindungi keluarga, Bahkan dalam Qanun Keluarga Sejahtera maka itu landasannya sehingga relevan. Apa yang digagas MPU sejatinya tidak kontradiktif dengan hukum nasional.[footnoteRef:23]  [23:  Lem Faisal (Ketua MPU Aceh), hasil wawancara, 30 April 2022.] 

Selain istilah nikah siri, juga ditemukan istilah nikah liar. Sebagaimana terdapat dalam fatwa MPU Aceh nomor 02 tahun 2009, nikah liar menurut undang-undang perkawinan dan peraturan yang berlaku yaitu suatu pernikahan yang dilakukan tidak (tercatat) melalui instansi yang telah ditunjuk. Nikah liar juga bagi pernikahan yang dilakukan seorang perempuan dengan jalur tahkim kepada seorang muhakkam kepada seseorang yang bukan hakim yang ditetapkan pemerintah.[footnoteRef:24] [24:  Ratna Juita, Rusjdi Ali Muhammad, and Imam Jauhari, “Kajian Yuridis Pernikahan Melalui Qadhi Liar (Studi Penelitian di Kabupaten Aceh Besar),” Syiah Kuala Law Journal 1, no. 2 (August 15, 2017): 102–22, https://doi.org/10.24815/sklj.v1i2.8476.] 

Dalam implementasi wali Muhakam, Lem Faisal menilai itu tidak bertentangan dengan hukum negara. Alasannya karena belum ada wali muhakam di Aceh yang memenuhi syarat. 
“Kita sudah mencoba menunjuk ulama seperti Abu Tumin dan Abu Ulem Titi dan senior lainnya namun mereka menolak diklaim sebagai Wali Muhakam dan lebih menyarankan agar masyarakat tetap menggunakan wali nasabnya.  Makanya tidak bertentangan karena tidak ada yang mau memposisikan diri sebagai Wali Muhakam.”[footnoteRef:25] [25:  Lem Faisal (Ketua MPU Aceh), hasil wawancara, 30 April 2022.] 


Jawaban ketua MPU Aceh di atas menunjukkan nilai pereaksi administrasi sebagai alternatif. Pada satu sisi ia mencoba memposisikan Qanun agar sama dengan ketentuan Hukum Keluarga Islam masa Nabi, namun dalam kondisi yang lain dengan mentiadakan oknum yang menjadi wali muhakam maka secara administratif tidak bertentangan dengan hukum nasional yang melarang pernikahan liar. Lem Faisal menjelaskan bahwa MPU beserta jajarannya selalu memerangi eksistensi nikah liar yang ada di desa-desa pelosok Aceh. Begitu juga terhadap pihak yang mengaku wali muhakam (qadhi liar), maka MPU akan meminta pihak berwenang di Aceh untuk menangkapnya. Penangkapan tidak hanya wali muhakamnya, namun semua pihak yang terlibat akan ditangkap. 
Selama ini berkembang secara terbalik, dikira MPU yang setuju dengan fenomena dengan wali muhakam, berkembangnya isu bahwa MPU setuju dengan nikah siri, padahal nikah sirri ada dua jenis. Nikah sirri yang sah dan tidak sah. Tidak semua nikah sirri yang disetujui MPU.  Maka nikah siri yang diakui oleh MPU sesuai dengan aturan kementerian agama salah satunya memiliki wali nasab walaupun tidak dicatat di KUA. Menurut Lem Faisal, Siri tidak ada di Fiqh, yang ada nikah di kementerian agama. Defensii lainnya nikah yang tidak dicatat oleh KUA maka semuanya siri. Padahal nikah siri yang sah adalah yang nikah benar dalam agama namun tidak di depan KUA. Nikah siri yang tidak sah yang dilakukan tidak menurut anjuran agama, salah satunya tidak adanya wali nasab.[footnoteRef:26] [26:  Dhiauddin Tanjung, Ramadhan Syahmedi Siregar, and Teuku Islahuddin, “Upaya KUA Lhoksukon Aceh Utara Dalam Meminimalisir Problema Nikah Liar,” Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan 9, no. 2 (September 5, 2022): 341–61, https://doi.org/10.32505/qadha.v9i2.4509.] 

Jadi, jika ada dipelosok kampung yang mengklaim mereka adalah wali muhakam dan masyarakat menggunakan jasanya. Maka MPU Aceh tidak setuju, itu bukan wali muhakam, itu adalah qadhi liar. Khusus di Aceh, terdapat ulama kharismatik yang diakui, seperti Abu Selimun, Abu Ulhe Titi, Abu Tumin, dan sebagainya. Mereka tidak bersedia menjadi Wali Muhakam padahal sudah diminta oleh MPU Aceh. Meskipun begitu, terdapat temuan bahwa masyarakat awam di Bayeun menikah melalui wali muhakam. Padahal yang mengaku ulama adalah sosok yang tidak diakui oleh MPU Aceh. Menurut MPU Aceh, wali muhakam itu adalah ulama gadungan, buktinya jangankan membaca khutbah, jadi imam kampung sekalipun mereka tidak dipinta.[footnoteRef:27]  [27:  Lem Faisal (Ketua MPU Aceh), hasil wawancara, 30 April 2022.] 

Sama halnya dengan daerah Aceh lain yaitu Selimung. Ada yang menyebut bahwa dirinya ada hubungan keluarga dengan Ulama Tanoh Abee.  Tapi pada level pertemuan ulama, dalam level kecamatan dan level provinsi tidak pernah diundang. Ulama ini mengaku dirinya ulama, namun dalam realitasnya mereka tidak memiliki standar khususnya oleh lembaga keagamaan resmi di Aceh. Pada intinya, terkait wali muhakam di Aceh, masih banyak yang menjual nama, digunakan untuk berbagai kepentingan. Mulai dari kepentingan ekonomi, kepentingan agar dapat menikahkan pasangan yang tidak layak menikah, dan lain sebagainya. Menurut Lem Faisal, dimana-mana wali muhakam gadungan di Aceh seperti itu, mereka tidak bisa membaca kitab, mereka tidak sholeh, mereka hanya mengandalkan peci dikopiah saja (berpenampilan ulama).


Solusi Maraknya Nikah Siri di Aceh
Berkaitan dengan masih ditemukannya perkawinan yang tidak dicatatkan pada KUA (nikah siri) dan masih ditemukannya pernikahan dengan Qadhi liar tersebut, ditemukan data bahwa hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, yakni; Pertama, karena mahalnya biaya pencatatan sedangkan ekonomi masyarakat masih banyak yang kurang mampu. Kedua, karena banyaknya perceraian yang tidak melalui jalur pengadilam sehingga tidak memiliki dokumen untuk mencatatkan pernikahan. Ketiga, karena poligami tidak memiliki izin dari pengadilan sehingga tidak dapat dilayani oleh staf KUA. Keempat, perkawinan yang tidak mendapat restu dari orang tua.[footnoteRef:28] [28:  Rahmad Mulia, “Persepsi Masyarakat Aceh Utara Terhadap Upaya Pemidanaan ‘Qadhi Liar’ Menurut Perundang-Undangan,” Ahkamul Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam 2, no. 1 (June 15, 2022): 47–67, https://journal.ar-raniry.ac.id/index.php/ahkamulusrah/article/view/2072.] 

Berdasarkan fatwa MPU Aceh, sistem pencatatan pernikahan itu ada dua macam; Pertama, pernikahan yang dicatat dengan cara memberitahukan ke Datok penghulu (Kepala Desa) lalu ke KUA dengan memenuhi ketentuan ADM untuk mendapatkan akte nikah. Kedua sistem nikah siri dengan memenuhi rukun dan syarat pernikahan, selanjutnya pernikahan tersebut dilaporkan ke Mahkamah Syar’iyyah untuk mendapatkan penetapan. 
Pola pencatatan perkawinan model pertama sama seperti yang dimaksud oleh KHI dan peraturan perundang-undangan di Indonesia, akan tetapi pola pencatatan kedua adalah dimaksudkan agar perkawinan yang dilakukan secara sirri oleh masyarakat dilaporkan ke Mahkamah Syar’iyyah atau Pengadilan Agama untuk dilakukan isbat nikah. Pada dasarnya, pola kedua tersebut juga tidak ada persoalan dengan ketentuan perundang-undangan dan KHI. Akan tetapi jika perkawinan sirri tersebut dilakukan melanggar ketentuan KHI atau peraturan perundang-undangan, maka isbat nikah tentulah tidak dapat dilakukan.[footnoteRef:29] Berbeda dengan Ulama Aceh yang menginginkan agar pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat secara sirri tetap diakui oleh negara asalkan pernikahan tersebut dilakukan dengan memenuhi ketentuan rukun dan syarat pernikahan yang telah ditetapkan berdasarkan pendapat ulama mazhab.  [29:  Fadhilah Fadhilah, “Dispensasi Kawin Di Mahkamah Syariyah Pasca Lahirnya Perma No 5 Tahun 2019,” Shibghah: Journal of Muslim Societies 3, no. 1 (July 3, 2021): 64–83.] 

Jika dibandingkan dengan ketentuan undang-undang yang menjadi landasan yuridis bagi Pengadilan Agama untuk melakukan itsbat nikah adalah sebagaimana penjelasan Pasal 49 Ayat (2) angka 22 dan Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan kedua ketentuan tersebut membatasi perkawinan yang dapat dimohonkan itsbat ke Pengadilan Agama hanya perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan pembatasan tersebut, maka Pengadilan Agama tidak mempunyai payung hukum untuk menjalankan fungsinya secara optimal melakukan itsbat nikah.[footnoteRef:30]  [30:  Bukhari Bukhari and Safira Hasriani Putri, “Efektifitas Pelaksanaan Itsbat Nikah Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Istri Di Kabupaten Aceh Utara,” El-Hadhanah: Indonesian Journal Of Family Law And Islamic Law 2, no. 1 (May 30, 2022): 37–56, https://doi.org/10.22373/hadhanah.v2i1.1638.] 

Solusi dari nikah sirri dan nikah liar secara otomatis terjadi akibat adanya kebijakan administrasi pemerintah yang mewajibkan akte kelahiran anak. Sebagaimana diketahui, akte kelahiran anak tak bisa diperoses tanpa adanya buku nikah orangtua. Hal tersebut menjadi animo masyarakat untuk mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama. Maka tidak heran jika permohonan seperti ini semakin meningkat setiap waktunya. Namun oleh karena itsbat nikah sangat dibutuhkan oleh masyarakat, maka hakim Pengadilan Agama melakukan “ijtihad” dengan menyalahi ketentuan tersebut, kemudian mengabulkan permohonan itsbat nikah berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam. 
Apabila perkawinan yang dimohonkan untuk diitsbatkan itu tidak ada halangan perkawinan sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Pengadilan Agama akan mengabulkan permohonan itsbat nikah meskipun perkawinan itu dilaksanakan pasca berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Padahal, Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak termasuk dalam hierarki Peraturan Perundang-Undangan yang disebutkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 yang kemudian diperbaharui dengan UU nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Oleh karena itu, penetapan itsbat nikah oleh Pengadilan Agama tersebut, tidak lebih hanya sebagai kebijakan untuk mengisi kekosongan hukum yang mengatur tentang itsbat nikah terhadap perkawinan yang dilaksanakan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.[footnoteRef:31] [31:  Bing Waluyo, “Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan 2, no. 1 (April 14, 2020): 193–99, https://doi.org/10.23887/jmpppkn.v2i1.135.] 

Berdasarkan pemaparan data di atas, maka dapat dipahami bahwa nikah liar yang dipahami oleh ulama Aceh pada dasarnya secara istilah sama dengan yang dipahami secara umum baik oleh pakar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni pernikahan yang dilakukan tanpa mengikuti ketentuan pencatatan dan ketentuan lainnya menurut peraturan. Terkait dengan pernikahan liar tersebut, para ulama menyatakan bahwa pernikahan tersebut sah secara hukum hanya saja jika hal tersebut dilakukan akan memberikan dampak yang tidak baik kepada para pihak khususnya jika terjadi permasalahan dan keperluan yang berhubungan dengan administrasi. Dalam mengatasi permaslahan tersebut, para ulama Aceh mengharapkan agar pencatatan tetap harus dilakukan oleh petugas sejauh pernikahan yang dilakukan memenuhi ketentuan rukun dan syarat pernikahan yang diatur dalam fikih.


Motif Poligami Elite Aceh
Adanya rancangan Qanun Poligami yang diajukan pemerintah Aceh ke Pemerintah Pusat menimbulkan respon negative oleh banyak pihak. Salah satunya adalah dugaan bahwa pemerintah Aceh masa itu (2019) memiliki istri simpanan berstatus siri.[footnoteRef:32] Awalnya mungkin istri siri ini bersedia eksistensinya tertutup atau dirahasiakan, namun seiring berjalannya waktu, upaya untuk dikenal dan diketahui oleh publik menjadi daya tarik yang luar biasa. Apalagi statusnya sebagai istri dari pimpinan Aceh seperti Gubernur atau wakil gubernur. Terlepas apakah dugaan itu benar atau tidak, realitas berbicara bahwa Gubernur Aceh dan Wakilnya saat ini terbukti memiliki istri yang lain setelah viral di publik sebelum legalitas qanun terjadi.  [32:  Husaidi et al., “Pro-Kontra Wacana Pelegalan Poligami Dalam Aturan Daerah (Qanun) Di Tanah Rencong Aceh.”] 

Mengenai Qanun Poligami yang sempat heboh di media sosial, menurut Lem Faisal (Ketua MPU Aceh) merupakan propaganda dari media atau pihak-pihak yang tidak senang dengan syariat Islam di Aceh. Sejatinya tidak ada Qanun Poligami di Aceh, yang ada Qanun Keluarga Sejahtera. Pada qanun itu terdapat tata cara dan syarat poligami bagi muslim di Aceh. Begitu juga tentang klaim pihak luar bahwa jika PNS atau pejabat ingin poligami maka pergi saja ke Aceh. Itu juga isu yang dikembangkan oleh media. Syarat poligami di Aceh sebagaimana yang diatur oleh Qanun Keluarga Sejahtera justeru berupaya menyelamatkan pihak perempuan agar tidak terdzalimi atau tidak kehilangan hak-haknya dari suami.[footnoteRef:33] [33:  Lem Faisal (Ketua MPU Aceh), hasil wawancara, 30 April 2022.] 

Lem Faisal mencontohkan, jika pintu poligami ditutup. Maka akan banyak terjadinya nikah siri yang mengandung mudarat. Mereka menikah secara sah dalam agama, namun tidak tercatat dalam catatan negara. Jika negara melarang ASN atau pejabat negara poligami, maka akan banyak sekali kasus nikah siri yang mudarat di Aceh. Alasannya, jika mereka nikah dalam catatan negara maka suami bisa dipecat atau dilepas jabatan PNS nya. Sebaliknya, jika nikah siri mudarat ini terus berlangsung, maka ketika ada masalah dalam pernikahan maka pihak istri siri dan anak dari pernikahan siri tidak bisa meminta haknya sebagai anak atau sebagai istri. 
Mereka juga tidak dilayani oleh Mahkamah Syariah jika mengurus perceraian dan sebagainya. Hal mudarat lainnya juga berdampak bagi urusan administrasi anak. Ketika anak hendak sekolah, maka diminta akte lahir, akte lahir itu hanya bisa didapat dengan melampirkan buku nikah. Maka dari itu, melalui Hak Otonomi Khusus Aceh, idealnya ada solusi untuk ini. Maka lahirlah beberapa poin dalam Qanun Keluarga Sejahtera bahwa poligami di Aceh dibolehkan dengan syarat yang ketat dimana syarat itu tidak bertentangan dengan hukum keluarga di Indonesia.
Mengenai mengapa poligami itu mesti dibuka peluangnya di Aceh. Lem Faisal mencontohkan; jika seorang istri sakit, atas sakitnya itu ia tidak bisa atau tidak maksimal melayani suaminya. Maka idealnya adalah menyarankan suami untuk menikah lagi. Hal tersebut dapat menyelamatkan keduanya (suami-istri) bukan suami semata. Seandainya bercerai, maka suami mendzalimi istrinya karena ditinggalkan saat sedang sakit. Maka dari itu, pintu poligami tidak boleh ditutup rapat-rapat karena ada kondisi yang membutuhkan untuk itu. Lem Faisal meyakini bahwa jika seorang istri mengizinkan suami menikah lagi (poligami) dengan syarat adil. Maka ia tetap akan dicintai dan disayangi. Sebaliknya, jika ustri pertama menolak, padahal Islam membolehkan, itulah yang sering terjadi disharmonisasi dalam praktik poligami.[footnoteRef:34]  [34:  Lem Faisal (Ketua MPU Aceh), hasil wawancara, 30 April 2022.] 

Pada prakteknya, meskipun MPU Aceh tidak mengakui bahwa ada hidden mission dari penyusunan qanun terkait poligami di Aceh, namun segelintir pihak percaya bahwa intervensi elit Aceh masuk secara tersirat agar qanun poligami menjadi nyata. Buktinya, rancangan qanun poligami sudah diajukan ke pusat, hanya saja pemerintah pusat yang belum merealisasikannya mengingat situasi masa yang belum kondusif. Lebih dari itu, sejatinya poligami tidak dilarang di Aceh atau hukum nasional, yang dilarang adalah pejabat negara karena akan berdampak pada efesiensi kinerja. Melalui hak otonomi khusus di Aceh, elite Aceh diduga mencoba memotong jalur itu sehingga poligami bisa legal tanpa harus melepas atau meninggalkan jabatan mereka.
Kenyataan di lapangan, masalah poligami elit Aceh cukup memprihatinkan. Pada artikel ini penulis mengambil dua contoh; Pertama, Irwandi Yusuf selaku mantan gubernur Aceh. Kedua, Nova iriansyah selaku mantan wakil gubernur dan mantan gubernur Aceh juga. Keduanya memiliki masalah terkait istri kedua yang diduga siri. Hebohnya, istri keduanya sudah terlanjur viral dan menjadi buah bibir masyarakat Aceh. Khusus untuk istri Irwandi Yusuf, salah satunya bahkan mangkir atas panggilan KPK. Ada dugaan bahwa dana korupsi mengalir ke rekeningnya sehingga ia dianggap terlibat. 
Lain kasus dengan mantan gubernur Aceh Nova Iriansyah, istri sirinya adalah seorang oknum dosen di Universitas Syahkuala Banda Aceh. Namun demikian, istrinya diawal-awal tidak mengaku kalau memiliki hubungan dengan gubernur. Padahal mereka sudah memiliki beberapa orang anak. Pada akhirnya, istri siri ini memiilih untuk mundur dari posisinya sebagai dosen. Apa yang terjadi dari dua contoh di atas menunjukkan bahwa ada masalah dengan elit aceh terkait dunia keluarganya. Fenomena ini semakin memperkuat bahwa upaya lahirnya qanun poligami diawali dengan status poligami yang sudah terlebih dahulu terjadi. Itu artinya, administrasi kembali memainkan perannya agar seseorang (elit Aceh) bisa mengelabuhi sistem untuk diakui. Kondisi inilah yang penulis anggap sebagai pereaksi administrasi karena bisa menjadi faktor-x dari apa yang diinginkan pemangku kepentingan.

Conclution
Pereaksi administrasi dalam artikel ini terlihat dari peran administrasi sebagai faktor-x dalam berbagai implementasi qanun hukum keluarga di Aceh. Pada satu sisi administrasi berperan sebagai faktor yang dengan sengaja menghalangi terjadinya pelaksanaan qanun. Pada sisi yang lain administrasi berperan dalam mendukung agar qanun terealisasi. Aspek administrasi yang mendukung qanun keluarga semakin ketat adalah adanya aturan atau syarat tambahan bagi Muslim yang ingin berpoligami di Aceh. Adapun aspek administrasi yang longgar (mengizinkan nikah siri) adalah untuk membantu masyarakat awam yang buta administrasi agar dapat melakukan nikah siri sebelum dicatat dikemudian hari. Pihak KUA di Aceh wajib mencatat pernikahan siri menjadi pernikahan normal atas intervensi MPU Acceh.
[bookmark: _Hlk136349357]Pereaksi dari administrasi di atas memunculkan teori bahwa ada motif sampingan dari ketatnya aturan poligami dan pelonggaran bolehnya nikah siri. Motif itu adalah sebuah upaya dari elit Aceh agar istri siri mereka mendapatkan pengakuan (legalitas) dalam qanun poligami Aceh. Keganjilan dari pereaksi administrasi qanun itu tampak jelas dari upaya MPU Aceh yang mempersulit masyarakat awam untuk poligami dan mempermudah masyarakat untuk nikah siri dengan dalih administrasi. Padahal, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) poligami justeru sulit untuk elit Aceh (pejabat) dan lebih mudah bagi rakyat biasa. 
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